
BUPATI TAPIN
PROVIilSI KALIMAIYTAN SEUITAN

PERATURAIT BUPATI TAPIN
NOMOR 17 TAHUN 2016

TEITTAITG

PEITJABARAIY PERTAITGGUNCnIAITABAIT PELIIKSANAAIT
AITGGARAN PENDAPATAIT DAN BELITIYJA DATRAII

TAHI'IT AN(rcARAIT 20,'.6

DEITGAIT RAIIMAT TI'HAIT YAITG MAIIA ESA

BT'PATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor O6 Tahun 2016
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015, perhr menetapkan Peraturan Bupati Tapin
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2OL5;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabdong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tatrun L999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Konrpsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a286],;

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355);



5.

6.

7.

8.
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentalg
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungiawab
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
aaool;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa2\;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Rrsat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44381;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50a9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a1;

Undartg-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan Lemba-t'an Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perrbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nornor 58, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

9.

10.

11.

./y
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44L6), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tah:un 2OO4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
47 t2l;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keualgan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502l.,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan l.ayanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 17 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53a0);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5
tentang Dana Perimbangan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a5751;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576l,, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2OlO tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OlO Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

13.

r+.

15.

I,./
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18.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O05
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor a6lal;

Republik

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a738);

Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OlO
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OlO Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 20ll
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 59,
Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 52L9);

Negara Republik

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OL2
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272l,;

19.

20.

21.

22.

I,./
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 2T Tahun 2OL4
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OIO
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol5 Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Oll
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2O11
Nomor 3lO);

25.

26.

29.

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61

28.

Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2O7O tentang Pedoman Pelaksanaan
Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2Ol1 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL
Nomor 450), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 5a1); dt
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31.

30.

32.

34.

35.

36.

Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2Ol3 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor L4251;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 20361;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 5a7l;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Keda Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2OO8 Nomor OS), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Keda Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (kmbaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2OLS Nomor 09);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2Ol2 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tapin (kmbaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2OL2 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2OL2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2Ol2 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02
Tahun 2013 tentang Pembentrrkan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2013 Nomor 02);

Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 03
Tahun 2OI3 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2OL3 Nomor 03);

.{L

33.

37.
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38.

40.
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Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Talrun 2Ol4 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2Ol4 Nomor O-5);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2Ol4 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2OL4 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11
Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2Of5 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2015 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O6
Tahun 2016 tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2OL6 Nomor
06);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2oll
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2oll
Nomor L491, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin
Nomor 25 Tahun 2OlI tentang Tata Cara
Penganggararl, Pelaksanaan dal
Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016
Nomor 0l);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2072
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2Ol2 Nomor 11);

41.

42.

43.

rlr
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45.

44.

46.

47.

48.

49.

Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2Ol4
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Tapin Berbasis Akrual (Berita
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2Ol4 Nomor
11);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 12 Tahun 2Ol4
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2OI4 Nomor 12);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 13 Tahun 2074
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2015 (Berita Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2Ol4 Nomor 13);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2OL4
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita
Daerah Kabupaten Tahun 2OL4 Nomor 271,

sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terkahir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor
17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2Ol4
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daeratr Tahun Anggaran 2015 (Berita
Daerah Kabupaten Tahun 2OLS Nomor 18);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 23 Tahun 2Ol5
tentang Pembahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2Ol5 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Taltun
2OL4 Nomor 24);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2015
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten
Tahun 2OLS Nomor 26);

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATURAIT BT PATI TENTANG PENJABARAN
PERTAIY(rcUNG\TAUIABAII PELIII(SANAAil
AN(X}ARAIT PEIYDAPATAIY DAN BTL/UIJA
DAERAII TAIIT'il ANGGARAIT 2015.

,/L
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BAB I
KETENTUAIT UMUM

Pesal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perurakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pernbantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan
Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud ddam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin,
yang mempakan lembaga perwakilan ralryat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

5. Bupati adalah BuPati TaPin.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut.

7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala
Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

9. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan
ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan
yang dikelola oleh Pemerintah Rrsat/Daerah yang
menggarnbarkan perbandingan antara anggaran dan relisasinya
dalam dalam satu periode pelaporan.

10. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan daerah.

11. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yffLg
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah.
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t2.

13.

14.

15.

16.

t7.

18.

79.

20.

27.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran ya:rg akan diterima
kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tatrun anggaran beril,mtnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, selanjutnya disingkat SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran.

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan
suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas
pada tanggal tertentu.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu
dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun
masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk
sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan
jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi pemerintah.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi
kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan
dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,
pengeluaran dan saldo akhir kas Pemerintah Pusat/Daerah
selama periode tertentu.

Catatan atas Lapor€rn Keuangan adalah pejelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi
anggaran, neraca dan laporan arrs kas.

BAB TI

LAFORAIT RIALISASI Ail(rcARAIT
TAIIUN ANGGARAIY 2()15

Pasal 2

Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumlah Pendapatan

6l .67 5.612 .249 ,12
925.372.643.302,OO
t86.496.714.669,12

Rp.
Rp.
Rp.

A

(1)

Rp. | .17 3 .544 .97 o .22O ,24
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(21 Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung :

l) Belanja Pegawai
2) Belanja Hibah
3) Belanja Bantuan Sosial
4) Belanja Bagr Hasil
5) Belanja Bantuan Keuangan
6) Belanja Tidak Terduga

b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

Jumlah Belanja

Surplus/ (Defrsit

(3) Pembiayaan :

Penerimaan

Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa lebih pembiayaarl anggaran
tahun berkenaan

Rp. 397.383.804.515,OO
Rp. 46.070.851.659,O0
Rp 2.896.660.0OO,00
Rp. 1.019.368 .499,OO

Rp. 111.999.056.334,00
Rp. 7 75.952.090,89

Rp. 560.085. 693.097,89

27 .392.890. 139,00

218.O76.6t7.439,t8

438.975.168.1 13,O0

Rp. 684,444.675.69t,18

Rp. 1 .244.530.368.7 89,07

Rp. (70.985.398.568,83)

Rp. 196.773.O12.723,97

Rp. 7.384.798.802,00

189.388.213.921,97

1 18.402.815.353, 14

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

BAA III
RTIYGKASAII, PEIYJABARATI DAIY L/lilPrRArt

LAPORAIT REALISASI AN(X}ARAN

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan
Realisasi Anggaran.
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Pasal 5

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakal bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB tV
KETENTUAII PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

qlt

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 16 Agustus 2016

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016 NOMOR 17

Diundangkan di Rantau
16 Agustus 2016


